
BUPATI MALAKA, 

a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi daerah perlu penambahan 
sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai 
sektor yang dapat dipertanggunjawabkan; 

b. bahwa dengan masih terbatasnya sumber pendapatan 
asli daerah maka perlu mengoptimalkan partisipasi 
masyarakat maupun pihak lainnya berupa penerimaan 
sumbangan dari pihak ketiga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan hutuf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketga Kepada Pemerintah Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5396); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); )' 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENT ANG 
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 

KEPADA PEMERINTAH DAERAH 

BUPATI MALAKA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 



: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN 
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH 
DAE RAH )' 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 
tentang Penerimaan Sumbangan Ketiga Kepada 
Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 
2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Malaka Nomor 02); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) 
sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Malaka Nomor 28); 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Malaka. 
2. Bupati adalah Bupati Malaka. 
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat 
Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola 
keuangan daerah. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat Dearah 
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

5. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD 
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah 
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai 
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
didalamnya segal bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah. 

8. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah 
adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah 
Daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang 
perolehanya tidak bertentangan dengan perundang­ 
undangan yang berlaku, baik berupa uang, atau 
disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik 
yang bergerak, maupun yang tidak bergerak; 

9. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum 
dimanapun domisilinya tan pa membedakan 
kewarganegaraan atau asal usul yang memberikan 
sumbangan; 

10. U ang adalah alat tukar yang diterima secara um um di 
masyarakat sebagai alat pembayaran untuk membantu 
memperoleh barang atau jasa; 

11. Barang-barang bergerak adalah barang-barang yang sifat 
hukumnya dapat dipindahkan; 

12. Barang-barang tidak bergerak adalah barang-barang 
yang sifat hukumnya tidak dapat dipindahkan; f 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



(1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang harus dicatat 
dalam APBD Pemerintah Daerah; j' 

Pasal 4 

( 1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilakukan oleh 
SKPD Kabupaten Malaka; 

(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang disetor ke 
Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 022 
01.04 000001-1; 

(3) Bukti setoran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati 
Malaka melalui BPKPD; 

(4) Sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga 
didasarkan atas keikhlasan, kerelaan, dan bersifat tidak 
mengikat. 

Pasal 3 

(1) Sumbangan dari Pihak ketiga dipergunakan untuk 
mendukung percepatan pembangunan daerah dan 
peningkatan pelayanan masyarakat; 

(2) Sumbangan Pihak ketiga dapat berupa uang, barang 
bergerak dan barang tidak bergerak; 

(3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga 
Kepada Pemerintah Daerah, seperti pembayaran pajak 
dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya; 

(4) Pemberian sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditarik kembali. 

Pasal 2 

BAB II 
SUMBANGAN PIHAK KETIGA 

13. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan daerah; 

14. Penatausahaan adalah proses/cara tata usaha 
penyelenggaraan administrasi; 

15. Kas Umum daerah daerah adalah rekening tempat 
menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah; 

16. Rekening Kas Umum Darah adalah rekening tempat 
menyimpauang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 



Penatausahaan Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga harus 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratur~ 
perundang-undangan. ~ 

Pasal 7 

( 1) Koordinasi pelaksanaan Sumbangan Pihak ketiga 
dilaksanakan BPKPD selaku coordinator penerimaan 
daerah; 

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas: 
a. Melaksanakan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; 
b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah 

terkait penerimaan Sumbangan pihak Ketiga; 
c. Mengkoordinasikan pemanfaat/ penggunaan 

sumbangan Pihak Ketiga; 
d. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan 

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Bupati. 

Pasal 6 

Pasal 5 
(1) Pihak Ketiga menyampaikan surat pemberitahuan 

kepada SKPD sebelum menyerahkan Sumbangan Pihak 
Ketiga sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini; 

(2) Dalam penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, SKPD 
mempunyai tugas: 
a. Melaksanakan koordinasi dengan Pihak Ketiga dalam 

rangka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga; 
b. Menyampaikan surat pengantar kepada BPKPD yang 

memuat rincian keterangan Pihak Ketiga dan 
sumbangan yang akan diberikan berdasarkan surat 
pemberitahuan dari Pihak Ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan format surat pengantar 
sebagaimana tercantum dalam Lampira II Peraturan 
Bupati ini; 

c. Melaporkan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Bupati. 

BAB III 
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA 

(2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak dan 
barang tidak bergerak diberikan kepada BPKPD untuk 
selanjutnya ditetapkan sebagai barang milik daerah. 



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 NOMOR ... j 

DONATUS BERE 

Diundangkan di Betun 
pada tanggal 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,) .... 

STEFANUS BRIA SERAN 

Ditetapkan di Betun 
pada tanggal 6 Januari 2020 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka. 

Pasal 8 

BAB IV 
PENUTUP 



(*) Uang/barang sebagaimana tersebut diatas akan diberikan secara 
tunai/langsung ke rekening yang ditunjuk atau SKPD penerima. ) 

( ) 

Bupati Malaka 

(Nama Jelas) 

Tempat, Tanggal 
Honn.at Kami 
Pihak Ketiga 

Dengan Honn.at, 
Dalam rangka partisipasi aktif dan kepedulian terhada pembangunan 
daerah di kabupaten Malaka, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Alamat 
Badan U saha/ Organisasi 
Akan menyumbangkan uang sebesar Rp , (terbilang )/ 
barang berupa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.(*) 
Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. 

Tern pat 

Tempat, Tanggal, Bulan Tahun 
Kepada 

Yth. Kepala Dinas/Badan Kab. Malaka 
di 

KOP PIHAK KETIGA (BILA BERUPA BADAN/ORGANISASI I 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 2 TAHUN 2020 
TANGGAL 6 JANUARI 2020 



( ) 

r Bupati Malaka 

(Nama Jelas) 
Pangkat 
NIP 

Kepala Dinas 

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, 
atas perhatiannya disampaikan terima kasih .. 

Dengan Horrn.at, 
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas/Badan Kab. 
Malaka menerangkan bahwa : 
Nama 
Tempat/Tanggal Lahir 
Alamat 
Badan U saha/ Organisasi 
Dalam rangka partisipasi aktif dan kepedulian terhadap pembangunan 
daerah di Kabupaten Malaka, bermaksud akan menerima sumbangan 
berupa uang sebesar Rp , (terbilang )/ barang 
berupa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. 

Tern pat 

Tempat, Tanggal, Bulan Tahun 
Kepada 

Yth. Kepala Badan Pengelolaan keuangan 
dan Pendapatan Daerah Kab. Malaka 
di 

KOP DINAS/BADAN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 2 TAHUN 2020 
TANGGAL 6 JANUARI 2020 


